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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

 Demokrasi ialah penerapan sistem kenegaraan yang dominan dipakai Negara-

negara. Di Indonesia, rakyat memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan 

umum. Negara ini mempunyai sistem politik yang demokratis. Demokrasi (sistem 

negara) menempatkan suara rakyat sebagai suara tertinggi. sebagaimana di tegaskan 

didalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yaitu “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. Demokrasi telah ada pada saat Negara 

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tertuang pada Pancasila yaitu di sila 

keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan”. Dibandingkan pada sistem pemerintahan lainnya 

demokrasi dilihat lebih bisa diterima. terdapat elemen self goverment Salah satunya 

di dalam demokrasi. Oleh karena itu, terlibatnya mayarakat merupakan bentuk 

terwujudnya kedaulatan rakyat, dan yang paling utama untuk menetapkan siapa-siapa 

yang harus duduk di dalam pemerintahan, termaksud menentukan siapa yang harus 

mengawasi pemerintahan tersebut. Didalam demokrasi, adanya keterlibatan dari 

semua lapisan masyarakat inilah yang dibuktikan dengan atau melalui pemilu.  

 Pemilu merupakan lambang serta tolak ukur utama atau sebagai parameter 

dalam demokrasi pada negara demokratis. Diadakannya Pemilihan umum (pemilu) 

ialah suatu bentuk perwujudan dari demokrasi indonesia. Pemilu dimaknai sebagai 

tempat perwujudan kedaulatan rakyat yang output atau menciptakan wakil rakyat 

aspiratif, berkualitas, dan dapat tanggung jawab  berlandas UUD Negara Republik 
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Indonesia tahun 1945 Pancasila. Pada negara dengan kenegaraan demokrasi, pemilu 

ialah salah satu bagian penting untuk memberikan semua akumulasi keinginan 

masyarakat. 

 Dalam bidang pemerintahan, pemilu merupakan hal yang sangat penting, 

khususnya dalam memilih wakil rakyat dalam waktu menjabat 5 tahun. Setiap warga 

Negara memiliki hak berdemokrasi untuk menetapkan masa depan bangsa indonesia. 

Warga Negara memiliki hak itu telah di atur di pada UU No 7 Tahun 2017 Pasal 19 

Ayat(1 dan 2) menjelaskan “Warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan, 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah menikah atau telah kawin 

sebelumnya, dan telah didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, 

berhak memilih. 

KPU bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai suatu kesatuan yang tetap, 

otonom, dan bersifat nasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu, pasal 1 ayat (8). Komisi pemilihan umum (KPU) mempunyai daerah 

kerja mencakup keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai 

UU No. 7 Tahun 2017 pasal 7 ayat (3) yang mengatur tentang penyelenggaraan 

pemilu, KPU bersifat independen. KPU menunaikan tugas serta kuasanya lepas atas 

pengaruh pihak apapun. Sekretariat Jenderal, sebuah organisasi pemerintah diketuai 

Sekretaris Jenderal, membantu melaksanakan tanggung jawab dan wewenang KPU 

dengan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberadaannya merupakan implikasi 

dari kenegaraan demokrasi yang gunakan oleh Indonesia. Keanggotaan KPU dipilih 

dengan berbagai tahapan yang tidak mudah, yang nantinya dituntut memenuhi 

kepentingan pihak baik pemerintah, partai politik maupun masyarakat secara umum. 
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Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar menjalankan tugas dan kewenangan 

sesuai ketetapan perundang-undangan secara konsisten. 

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) 

bahwa KPU provinsi serta kabupaten/kota dapat meningkatkan partisipasi pemilih 

dengan memberikan edukasi memilih, sosialisasi melalui sosialisasi, dan memastikan 

setiap orang mempunyai akses sama terhadap kesempatan. Demi ikut serta dalam 

pemilu sebagai perorangan atau partai. Antusias dan besarnya partisipasi politik 

masyarakat dalam memanfaatkan haknya  untuk memilih menentukan keberhasilan 

pada pemilu. 

 KPU mempunyai hak dan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan untuk 

pemilih supaya senantiasa mementingkan indenpendensi, integritas diri serta 

profesionalitas dalam dunia kerja. Bila tak digerakkan atau di laksanakan 

ambivalensi akan terjadi. Terjalaninya proses pendidikan pemilih, sosialisasi dan 

sebagainya yang di lakukan oleh komisi pemilihan umun nantinya akan dapat 

mempengaruhi tingkat partisipsi politik masyarakat pada setiap pemilihan umum di 

setiap daerah (Syafrida, 1945) Pada hakekatnya, keterlibatan rakyat dalam pemilu 

berfungsi sebagai cara bagi mereka untuk memiliki kendali atas jalannya 

pemerintahan terpilih. Selain itu, masyarakat memiliki kewenangan untuk 

menetapkan dan menyajikan mandat mereka. Selanjutnya, keterlibatan politik 

komunitas dapat berfungsi sebagai sarana bagi anggota masyarakat yang aktif 

dengan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan. Batas kesertaan pemilih 

merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi karena secara langsung 

mempengaruhi hasil pemilu dan tata kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, 

negara-negara seperti Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokratis 
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lebih mengutamakan memastikan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan umum, 

terlepas dari hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih. (Pratama Putri, 2016) 

Walapun bukan faktor satu-satunya untuk menentukan sukses ataupun tidaknya 

pemilu, partisipasi politik masyarakat menjadi pemegang kunci dalam setiap acara 

gelaran pemilu, namun jika tingkat partisipasi politik masyarakat jika dilihat lebih 

rendah maka pemilu bisa dikatakan kurang berhasil. Berarti dapat diartikan 

partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu pilar yang sangat penting pada 

penyelenggaraaan pemilu.partisipasipolitik masyarakat Peraturan KPU khusus 

mengatur pemilu (Gleko et al., 2017) 

Pemungutan suara terhadap wakil-wakil untuk menduduki jabatan di lembaga 

legislatif, seperti dewan perwakilan rakyat atau parlemen, dilakukan melalui 

pemilihan umum legislatif. Pemilihan ini penting untuk menentukan siapa yang akan 

menjadi perwakilan publik dan membuat keputusan terkait undang-undang dan 

kebijakan negara. Warga negara memilih wakilnya untuk bertugas di badan legislatif 

seperti dewan perwakilan rakyat dan parlemen melalui proses pemilihan legislatif. Di 

Indonesia, partai politik terlibat dalam pemilu untuk memilih wakil DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai Politik adalah “organisasi yang 

dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka 

prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu” (Hogopain dalam Mufti, 

2013:123). 
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Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang Pada Pemilu 

Legislatif 2014  

 

(Sumber: KPU Kota Palembang diolah oleh penulis, 2023) 

Berdasarkan gambar 1 tingkat partisipasi masyarakat dikota Palembang pada 

tahun 2014 senilai 68,02% dari total 16 kecamatan dikota Palembang. Dari 

penjelasan tersebut dapat dipahami tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi 

yaitu terletak pada kecamatan Plaju mencapai 75,58%, sedangkan yang terendah 

terletak pada kecamatan Ilir Timur II sebesar 61,13%. Dapat menunjukkan pemilu 

Legislatif pada tahun 2014 tak menyentuh tujuan saat ditentukan KPU Kota 

Palembang ialah 80%, sehingga di tahun 2014 masih banyak khilayak yang tidak 

berpartisipasi pada pemilu atau disebut Golongan putih (Golput).  

Gatut Suksano (2013: 45-46) mengemukakan bahwa Pemuda dan pelajar yang 

memprotes pemilu 1971 adalah pihak yang mendirikan Golput, karena hanya sedikit 

orang yang berani datang ke tempat pemungutan suara pada saat itu karena takut 
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dibubarkan oleh pihak berwenang. Untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan 

presiden (Pilpres) tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang 

telah memutuskan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.124.236 

orang. Perinciannya, sebanyak 556.213 pemilih laki-laki serta 568.213 pemilih 

perempuan. KPU Palembang menetapkan DPT Palembang sebanyak 1.123.228, 

terdiri dari pemilih laki-laki 555.848 serta 567.380 pemilih perempuan. 

Keadaan ini sebagaiamana data yang dikemukkan oleh KPU kota palembang 

dimana bisa dilihat di tabel 2. Tabel 2 statistik perolehan suara dan keterlibatan 

masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) dibandingkan tahun 2014 

yaitu mencapai sebesar 81,99% dari total 18 kecamatan dikota Palembang. Data 

tersebut dapat dikemukkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tabel 2 berikut.  

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kota Palembang Pada Pemilu 

Legislatif 2019 

 

(Sumber: KPU Kota Palembang diolah oleh penulis, 2023) 
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Dari data gambar 2 tingkat partisipasi masyarakat yang tertinggi pada 

kecamatan Alang-alang Lebar mencapai 88,24%, sedangakan tingkat partisipasi yang 

terendah pada kecamatan Bukit Kecil mencapai 69,42%. Dari penjelasan tersebut 

dapat dipahami bahwa jumlah partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum 

Legislatif tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 68,02% sampai 

mencapai 81,99% dibandingkan Pemilu Legislatif sebelumnya yaitu pada tahun 

2014. Tapi di Pemilu Legislatif tahun 2019 berdasarakan kecamatan di Kota 

Palembang masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam sebuah 

pemilihan umum. Dari hal itu partisipasi masih rendah jadi perlu di teliti lebih lanjut 

tentang strategi Untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu 

legislatif tahun 2019, KPU Kota Palembang berupaya mendongkrak partisipasi 

pemilih.  

1.2. Rumusan masalah  

 Rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah sebagai 

berikut, berdasarkan uraian sebelumnya: 

1. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum Kota Palembang pada upaya 

meningkatkan kesertaan khilayak di Pemilu Legislatif di Kota Palembang Tahun 

2019? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum kota 

Palembang pada rangka meningkatkan pasrtisipasi masyarakat? 

1.3. Tujuan  

 Adapaun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum Kota Palembang dalam 

upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif di Kota 

Palembang Tahun 2019. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi KPU kota 

Palembang dalam rangka meningkatkan parisipasi masyarakat. 

 

1.4. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan teori 

ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian upaya dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pada pemilu.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan Untuk mendapatkan gambaran tentang 

strategi yang dilakukan dalam partsipasi masyarakat pada kegiatan pemilu, dan 

mengenali faktor-faktor yang menjadi kendala dalam rangka meningkatkan 

pasrtisipasi masyarakat. diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk 

kedepannya bagi para pembaca dan menjadi studi terkait masalah politik 
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